
1

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2012  NOMOR :   3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR  3  TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu 
sumber pendapatan daerah yang penting guna 
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah untuk  memberikan 
kepastian hukum bagi masyarakat dalam 
pemungutan retribusi jasa umum, Peraturan 
Daerah yang mengatur Retribusi jasa umum di 
Kabupaten Magelang perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah  tentang 
Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438);
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9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4852);

11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5025);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5063);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 
tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah 
Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan 
Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 
II Magelang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983  Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 3258)  sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 
2010  Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 5145);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 
tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3527); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 
tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 
64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3530);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593);
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4655)

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010  
tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5161);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis 
Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu 
Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pengesahan Pengundangan dan 
Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Magelang Tahun 1988 Seri D Nomor 12);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 
10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi 
Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan 
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 
7);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2008 Nomor 7);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 
21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan 

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA 
UMUM.

BAB  I
KETENTUAN  UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Magelang.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Daerah.
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5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 
Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah 
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 
Badan.

8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan 
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau 
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi 
atau Badan.

9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana 
Teknis pada Dinas Kesehatan yang terdiri atas Pusat Kesehatan 
Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut 
Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang 
melaksanakan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada 
masyarakat di wilayah kerja tertentu.

13. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana 
Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan  pelayanan 
pemeriksaan di bidang fisika, kimia, mikrobiologi dan klinis 
yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan 
kesehatan lingkungan untuk menunjang upaya pencegahan 
penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.

14. Puskesmas rawat inap adalah Puskesmas yang mempunyai 
fasilitas tempat perawatan.

15. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas dengan kegiatan 
fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang 
menyangkut bagian wilayah kerja Puskesmas dan merupakan 
bagian integral dari Puskesmas.

16. Puskesmas Keliling adalah Unit Pelayanan Kesehatan keliling 
yang dilengkapi dengan sarana kendaraan bermotor roda 4 
(empat) dan peralatan kesehatan, serta sejumlah tenaga yang 
berasal dari Puskesmas guna menunjang dan membantu 
pelaksanaan kegiatan Puskesmas yang belum terjangkau oleh 
pelayanan kesehatan.

17. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan dalam 
bentuk promotif, preventif kuratif dan rehabilitatif yang 
dilaksanakan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan 
jaringannya.

18. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang 
datang ke Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, 
pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan 
lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap. 

19. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang 
dirawat tinggal di Puskesmas dan menempati tempat perawatan 
di Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, 
pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan 
lainnya. 

20. Pelayanan Rawat kunjungan adalah pelayanan kesehatan yang 
dilakukan oleh dokter, bidan, perawat, perawat gigi Puskesmas 
dengan cara mengunjungi  seseorang/ kelompok orang dalam 
rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan 
kesehatan lain.

21. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan yang bersifat gawat 
dan/atau darurat dan harus diberikan secepatnya untuk 
mencegah atau menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.

22. Klinik konseling adalah pelayanan konsultasi yang diberikan 
oleh tenaga kesehatan dengan tujuan untuk menunjang 
pelayanan kesehatan.

23. Tindakan medik adalah tindakan pembedahan atau pengobatan 
dengan menggunakan alat atau ketrampilan khusus dan 
tindakan diagnosis lainnya.
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24. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang 
menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa 
pembiusan.

25. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa 
pembedahan.

26. Pelayanan Penunjang adalah pelayanan untuk penunjang 
penegakan diagnosis dan terapi.

27. Visite Dokter adalah kunjungan dokter untuk mengetahui 
perkembangan kesehatan pasien yang dirawat.

28. Visum Et Repertum adalah pemeriksaan oleh dokter dengan 
cara melihat dan mencatat untuk mendapatkan Surat 
Keterangan dari Dokter Pemerintah guna memenuhi permintaan 
penyidik tentang kematian, luka dan cacat terhadap pasien 
dalam proses penyidikan.

29. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi 
perawatan jenazah untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

30. Jasa Sarana adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit 
Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan jaringannya berupa 
penggunaan sarana/fasilitas dalam rangka observasi, diagnosa 
pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

31. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan 
yang diberikan kepada seseorang/badan dalam rangka 
observasi, diagnosa pengobatan atau pelayanan kesehatan 
lainnya.

32. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah meliputi 
pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan 
lokasi pembuangan/ pemusnahan sampah rumah tangga, 
industri dan perdagangan dan lainnya.

33. Tempat Pengelolaan Sampah Akhir yang selanjutnya disingkat 
TPSA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan 
memusnahkan sampah yang disediakan oleh Pemerintah 
Daerah.

34. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya 
disingkat TPSS adalah tempat penampungan sampah yang 
berasal dari lingkungan di desa/kelurahan sebelum diangkut ke 
TPSA.

35. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan 
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu 
lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas 
permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, 
serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

36. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas 
umum.

37. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang 
tidak bersifat sementara atau keadaan setiap kendaraan yang 
berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan 
dengan rambu atau tidak, serta tidak semata-mata untuk 
kepentingan manaikkan dan atau menurunkan orang dan atau 
barang.

38. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas 
halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan 
bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan 
khusus disediakan untuk pedagang.

39. Pedagang adalah orang atau badan yang menggunakan tempat 
atau fasilitas pasar untuk melakukan transaksi/jual beli barang 
dan/atau jasa.

40. Los adalah bangunan permanen beratap, tidak berdinding di 
dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat 
transaksi/jual beli barang dan/atau jasa, setiap los terdiri dari 
beberapa petak dan masing-masing petak diberi tanda batas.

41. Kios adalah bangunan permanen beratap, berdinding di 
lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik Pemerintah 
Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk menyimpan 
barang dan transaksi jual beli barang dan/atau jasa.

42. Halaman/pelataran pasar adalah bagian dari wilayah pasar 
yang dibuat dan disediakan oleh Pemerintah Daerah yang 
bersifat terbuka tanpa atap dan hanya dapat dipergunakan 
untuk memasarkan barang dagangan.

43. Fasilitas pasar adalah tempat-tempat maupun sarana yang 
mendukung pelaksanaan kegiatan pasar.

44. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan 
menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan 
bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan 
khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis 
laik jalan.
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